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Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurang pahamnya pengelola usaha 
produsen benih Kelompok Tani Cempaka dalam menjelaskan akad yang 
digunakan, mereka hanya mengetahui tentang bagi hasil yang tidak mengandung 
riba. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan 
bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh 
Kota Sumatera Barat, dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap 
penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten 
Lima Puluh Kota Sumatera Barat. 
Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Sampel diambil 
dengan teknik Total Sampling yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk 
dijadikan penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, angket 
dan observasi. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif.  
Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa 
penerapan bagi hasil pada usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka 
Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat sudah terjalin akad lisan dan tulisan 
dengan keuntungan nisbah bagi hasil adalah 40% untuk pemilik modal dan 60% 
untuk pengelola modal. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi 
hasil profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih 
dari total pendapatan setelah dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Adapun 
tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada produsen 
benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat 
sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena sudah terjadi akad lisan 
dan akad tulisan, proporsi keuntungan yang sudah jelas pada saat awal akad, dan 
sudah terpenuhinya rukun dan syarat yang sudah ada dalam akad mudharabah. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Manusia diciptakan di muka bumi sebagai sebaik-baiknya mahkluk 
ciptaan diantara ciptaan lainnya, karena manusia di anugrahi akal pikiran. Hal 
ini diharapkan agar manusia mampu melestarikan dan memelihara alam, 
karena manusia merupakan khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah 
dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30: 
                          
                      
        
Artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 
“Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, 
“Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan 
menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu 
dan menyucikan nama-Mu” Dia berfirman, “Aku mengetahui apa 
yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah (2):30). 
 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa 
bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya.
1
  Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi tersebut maka masing-masing individu harus mampu berusaha dan 
berkehendak sesuai dengan kemampuannya, seperti membuat sebuah usaha 
ataupun memberikan modal usaha kepada orang lain dengan sebuah akad 
perjanjian kerjasama.  
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Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan hal yang baru, 
namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut 
tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan 
kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Al-Quran. Konsep Al-
Quran sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut 
dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat. Kehidupan ekonomi telah 
menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. 
Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. 
Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat meterialistis. Pakar ilmu ekonomi 
sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan dua 
kekuatan besar yaitu ekonomi dan keimanan (agama).
3   
Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup 
dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia 
lain. Manusia bersama-sama hidup di dalam masyarakat dan disadari atau 
tidak, mereka saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dinamakan muamalah.
2
 
Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lain yang 
berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah 
berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan 
manusia yang lain. Muamalah juga dapat dikatakan ilmu yang mempelajari 
aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam 
                                                             
2
 Syarafuddin dkk, Studi Islam 2, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar 




produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang 
bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah serta Ijma‟ para ulama dengan tujuan 
untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari 
kaidah-kaidah syara‟ yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Para 
ulama dan fuqaha (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-
masalah syariah selalu berdasarkan ketetapannya dalam suatu prinsip pokok 
bahwa “Segala sesuatu asalnya adalah mubah (boleh)”
3
 
Seperti yang dikatakan dalam kaidah fiqh mengenai muamalah: 
َ اَنا يَُدلا َدلِيٌل َعلَی  ُل فِی الاُمَعاَمََلِت ااِْلبَاَحۃُ اِْلا َ صا َتْحِرْيِمَهااَْلا  




Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada 
dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama 
(mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang jelas-
jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. 
Indonesia merupakan sebuah negara agraris di mana sektor pertanian 
memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian di nusantara. Hal 
ini menyebabkan sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada 
sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari hasil pertanian. 
Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pembangunan 
perekonomian nusantara. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, 
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Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari‟ah, (Jakarta: Gema Insani), 2004, h. 2.  
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 Moh. Adib Bisri, Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh, (Kudus: 




tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan 
devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyedia 
bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan. 
Salah satu tujuan pembangunan sektor pertanian adalah untuk meningkatkan 




Tanaman padi (bahasa latin: Oryza sativa L.) merupakan salah satu 
tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi diduga berasal dari India 
atau Indocina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang 
migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM, dan sudah menjadi makanan pokok 
bagi masyarakat Indonesia. 
Permintaan beras sangat meningkat baik di Indonesia maupun di luar 
negeri, oleh karena itu pemerintah menggencarkan usaha pembuatan Desa 
Mandiri Benih dengan bekerjasama dengan kelompok tani di daerah 
otonominya. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan bibit padi yang 
unggul dan menghasilkan beras yang berkualitas. Kerjasama ini dibiayai oleh 
pemerintah dan dijalankan oleh kelompok tani beserta anggotanya. Bibit padi 
ini akan didistribusikan ke daerah-daerah terpencil dan juga dijual di kios-kios 
pertanian lainnya. 
Dalam menjalankan usaha bibit padi ini tentu memerlukan dana yang 
tidak sedikit. Keberadaan modal menjadi salah satu faktor penting dalam 
melakukan sebuah usaha, baik dalam bidang produksi maupun distribusi. 
Seseorang dapat melakukan berbagai cara untuk memperoleh modal pertanian, 
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seperti modal dari tabungan sendiri, modal dari pemerintah ataupun bekerja 
sama dengan orang lain yang memiliki modal namun tidak memiliki 
kemampuan dalam mengelolanya. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan 
untuk memberikan kesempatan bagi pemodal namun tidak memiliki usaha 
untuk memutarkan modalnya maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara 
pengurus produsen benih dengan pemodal dengan menerapkan sistem bagi 
hasil akad mudharabah dari usaha pengolahan bibit padi. 
Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal 
dengan pengelola modal yang keuntungan dan kerugian dibagi menurut 
kesepakatan bersama. Keuntungan dalam akad mudharabah ini disebut dengan 
bagi hasil. Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya sebuah usaha yang 
tidak memiliki banyak modal untuk memajukan usahanya, dan terkadang juga, 
perjanjian itu muncul karena adanya pemodal yang mempunyai banyak modal 
namun tidak memiliki usaha untuk mengembangkan modalnya tersebut. Oleh 
karena itu produsen benih melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk 
mencari keuntungan kedua belah pihak juga untuk mempererat tali 
persaudaraan dan tolong menolong di antara sesama. Maka Islam 




Kelompok Tani Cempaka merupakan sebuah organisasi tani yang 
berdiri di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera 
Barat. Anggotanya terdiri dari 14 orang yaitu 10 orang anggota dan 4 orang 
pengurus. Kelompok Tani ini dibentuk pada tanggal 12 Juni 2001 berdasarkan 
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kesepakatan bersama setelah musyawarah besar yang dilakukan oleh pengurus 
dan anggotanya. Sejak pendirian Kelompok Tani Cempaka ini, banyak 
kegiatan pertanian khususnya pada tanaman padi. Sampai akhirnya pada 
September 2015, Kelompok Tani Cempaka mendapatkan bantuan dari Dinas 
Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yaitu sebagai Desa 
Mandiri Benih. Bantuan tersebut berupa pembangunan gudang dan 
penyediaan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan usaha bibit padi 
tersebut. Namun dalam menjalankan kegiatan usaha bibit padi, tentu saja 
Kelompok Tani Cempaka memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena 
itu, Kelompok Tani Cempaka membuat sebuah kerjasama dengan pemodal 




Dalam pembagian hasil kerjasama ini, harus memberikan ketentuan 
yang konkrit dan jelas di antara pemilik modal dengan pengelola modal. 
Dalam kerjasama bagi hasil yang dijalankan oleh Kelompok Tani Cempaka 
yang memiliki pengurus dan anggota, maka pembagian hasilnya juga 
mencangkup keseluruhan. Seperti pada tabel di bawah ini: 
        Tabel I.1 






Rincian :  
Pengurus      20% 
DPKK      20% 
Anggota      10% 
Rocging      10% 
Sumber: Data dari Pengurus Kelompok Tani Cempaka 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa itu merupakan persentase-
persentase yang digunakan pengelola usaha bibit padi dalam membagi 
keuntungan yang didapatkannya setelah satu periode berlangsung. Data di atas 
merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak kelompok 
tani dan disetujui oleh pemilik modal serta pihak Dinas Pertanian sebagai 
pengawas dari kegiatan usaha bibit padi tersebut. 
Pemodal mendapatkan bagi hasil terbanyak yaitu 40%, selanjutnya  
pengurus Kelompok Tani Cempaka dalam hal ini mencangkup ketua, 
sekretaris dan bendahara mendapatkan bagi hasil sebanyak 20%, karena 
mereka lah yang berperan aktif dalam usaha produsen bibit padi ini, kemudian 
DPKK (Dana Penunjang Kegiatan Kelompok) mendapatkan bagi hasil 10%, 
ini merupakan dana yang digunakan kelompok tani dalam menjalankan 
kegiatan usahanya misal dalam membiayai biaya-biaya yang tidak terduga, 
kemudian adalah anggota kelompok tani cempaka sebanyak 10%, di setiap 
kali periode mereka mendapatkan keuntungan dan dibagikan secara rata sekali 
dalam setahun tepatnya menjelang lebaran idhul fitri. Dan yang terakhir 
adalah rocging mendapatkan bagi hasil sebanyak 10%, rocging merupakan 
suatu kegiatan lapangan yang dilakukan untuk memilih padi tersebut agar 
tidak bercampur dengan padi lainnya, hal ini diharapkan agar bibit padi yang 
dihasilkan tetap terjaga kualitasnya dan tidak tercampur dengan bibit padi 
jenis lain. 
Dalam menjalankan usaha bibit padi ini, pengurus Kelompok Tani 
Cempaka sekaligus pengelola usaha tersebut menggunakan sistem bagi hasil. 




membagi hasil dari keuntungan yang didapatkan setelah usaha tersebut selesai 
dalam satu kali periode. Namun terdapat permasalahan yang muncul yaitu 
kurang pahamnya pengelola usaha dalam menjelaskan akad apa yang 
digunakannya, mereka hanya mengetahui tentang bagi hasil yang sudah jelas 
tidak mengandung riba. Keterbatasan informasi dan minimnya pengetahuan 
agama membuat mereka tidak mengetahui jenis akad yang sebenarnya mereka 
gunakan. Dan hal ini juga yang membuat pemodal ragu untuk memasukkan 
modalnya kepada produsen benih Kelompok Tani Cempaka, walau 
sebenarnya pemodal akan mendapatkan keuntungan yang lebih. 
Biasanya terjadi kekeliruan apabila pihak pengelola modal dalam hal 
ini adalah produsen benih terlambat memberikan bagi hasil kepada pemilik 
modal atas keuntungan yang didapatkan. Masalah lain yang muncul adalah 
keraguan dari pemilik modal untuk menyalurkan modalnya. Hal ini 
disebabkan karena kurang terjalinnya kepercayaan yang penuh antara pemodal 
dengan pengelola modal. 
Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul: “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produsen 
Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera 
Barat ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. 
 
B. Batasan Masalah  
Supaya penelitian ini terarah, maka penulis membatasi masalah 
penelitian ini pada penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani 
Cempaka, Jorong Piladang, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan 




C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa hal 
yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:  
1. Bagaimana penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani 
Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat? 
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan bagi hasil pada     
produsen benih Kelompok Tani Cempaka, Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Sumatera Barat? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil pada produsen benih 
kelompok tani cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera 
Barat. 
b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan bagi 
hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima 
Puluh Kota, Sumatera Barat. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah 
(SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.  
b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, 
intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta 




c. Sebagai bahan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai 
penerapan bagi hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka 
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.   
 
E. Metode Penelitian   
1. Lokasi Penelitian   
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan 
mengambil lokasi penelitian di Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tangah 
Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Sumatera Barat. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut 
ialah karena Piladang merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah 
agraris yang luas dan di wilayah ini juga yang mempunyai usaha Desa 
Mandiri Benih yaitu usaha produsen benih dan dijual kepada petani dan 
kios kios tani lainnya. Usaha ini dirintis setelah bekerjasama dengan 
pemerintah dan juga modal dari kelompok sendiri untuk memulai 
usahanya, kemudian melakukan kerjasama dengan pemilik modal untuk 
mengembangkan usaha ini dengan cara bagi hasil.  
2. Subjek dan Objek Penelitian  
a. Subjek Penelitian  
Subjek penelitian ini adalah Pemilik modal, Pimpinan usaha 
atau store manager pada Kelompok Tani Cempaka dan anggota dalam 
jajaran Kelompok Tani Cempaka, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 





b. Objek Penelitian  
Yang menjadi objek penelitian ini adalah Penerapan Sistem 
bagi Hasil Pada Produsen Benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten 
Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.  
3. Populasi dan Sampel Penelitian  
a. Populasi  
Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan data yang 
mengidentifikasi suatu fenomena.
8
 Populasi penelitian ini adalah 
Pemilik modal, seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani 
Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yang 
berjumlah dua puluh orang. 
b. Sampel  
Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang biasanya dipilih 
untuk dianalisis, sampel bisa satu atau lebih dari satu sub sampel 
(bagian dari sampel) yang dipilih dari berbagai titik populasi.
9
 Tujuan 
berbagai teknik penentuan sampel ialah agar diperoleh cuplikan yang 
representatif bagi populasinya.
10
 Yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini yaitu: 20 orang yang terdiri dari pemilik modal, pengurus 
serta anggota Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Sumatera Barat. Mengingat jumlah populasi yang sedikit, maka 
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peneliti menggunakan teknik mengambil data Total Sampling dengan 
mengambil secara keseluruhan jumlah populasi yang ada, semua 
populasi dijadikan subjek penelitian.
11
  
4. Jenis dan Sumber Data  
Penulis membagi dua kategori jenis sumber data yaitu:  
a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli atau pihak pertama.
12
 Informasi data yang 
diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian, dalam 
penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan 
penulis, serta dari data pertanyaan yang berupa wawancara dan angket.  
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 
pihak lain, semisal data hasil penelitian pihak lain digunakan untuk 
data penelitian, data yang diperoleh dari studi kepustakaan.
13
 Dalam 
penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku 
literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
yang ada di lembaga yang berkaitan dengan masalah.  
5. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
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a. Observasi  
Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai 
masalah yang diteliti yaitu tentang prosedur bagi hasil yang digunakan 
oleh Kelompok Tani Cempaka.  
b. Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung.
14
 Penulis 
melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik modal dan 
pengurus Kelompok Tani Cempaka. Teknik ini sebagai cara 
pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara 
lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait 
permasalahan yang dibahas.  
c. Angket 
Teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang 
berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 
seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau 
tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.
15
 Dalam hal ini 
peneliti menyebarkan angket kepada pengelola, anggota dan pemodal 
dalam usaha produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten 
Lima Puluh Kota Sumatera Barat. 
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d. Dokumen  
Dokumen terdiri atas dua macam yaitu dokumen pribadi dan 
dokumen resmi. Dokumen pribadi seperti buku harian, surat pribadi 
yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, dan otobiografi. 
Sedangkan dokumen resmi terdiri dari dokumen internal dan dokumen 
eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, 
aturan, rekaman hasil rapat, dan keputusan pimpinan yang digunakan 
kalangan sendiri. Dokumen eksternal berupa bahan-bahan informasi 
yang dihasilkan oleh lembaga sosial seperti majalah, bulletin dan berita 
pada media masa.
16
 Metode ini dapat diartikan sebagai cara 
pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, 
catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal 
sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa 
bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas 
pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang 




6. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif  
kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, 
objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 
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pada masa sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.
18
 Data dianalisis 
dan dijabarkan secara kualitatif, sehingga menggambarkan secara rinci 
pokok permasalahan bagi hasil pada usaha produsen benih Kelompok Tani 
Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. 
7. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan adalah: 
a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang 
diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar 
dan diamati dengan alat-alat indra penelitian. Dalam metode penulisan 
ini berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkapkan di lapangan 
untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam 
laporannya.
19
    
b. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik 
kesimpulan yang bersifat umum.  
c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus.  
 
F. Sistematika Penulisan   
Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah 
yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab 
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yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu kesatuan dengan uraian 
sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN  
  Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran 
singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi: latar 
belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II :  LOKASI PENELITIAN  
  Pada bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Kelompok 
Tani Cempaka, visi dan misi Kelompok Tani Cempaka, struktur 
organisasi Kelompok Tani Cempaka dan proses produksi bibit 
padi Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Sumatera Barat. 
BAB III :  TINJAUAN UMUM  
  Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian 
mudharabah, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-
macam, ketentuan mudharabah, pelaksanaan dan skema, 
kedudukan mudharabah, hikmah dan hal-hal yang 
membatalkan dalam akad mudharabah.  
BAB IV : HASIL PENELITIAN 
  Bab ini membahas tentang penerapan bagi hasil pada produsen 
benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota 




hasil pada produsen benih Kelompok Tani Cempaka Kabupaten 
Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. 
BAB V   :  KESIMPULAN DAN SARAN  
  Bab penutup berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan 
saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Cempaka 
Kelompok Tani Cempaka merupakan sebuah organisasi tani yang 
berdiri di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera 
Barat. Kelompok Tani Cempaka terletak di Jorong Piladang, Kenagarian Koto 
Tangah batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Sumatera Barat 26252. Kelompok Tani ini dibentuk pada tanggal 12 Juni 2001 
berdasarkan kesepakatan bersama setelah musyawarah besar yang dilakukan 
oleh pengurus dan anggotanya.  
Anggota Kelompok Tani Cempaka terdiri dari 10 orang dan 4 orang 
pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris I dan sekretaris II. 
Setiap posisi mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam organisasi 
tersebut. Dalam kurun waktu sekali dua bulan, pengurus Kelompok Tani 
Cempaka selalu melakukan rapat rutin kepengurusan untuk membahas 
program-program pertanian yang akan dijalankannya, dan sekali tiga bulan 
melakukan rapat besar dengan seluruh anggota seraya menjalin silaturrahmi. 
Tugas pokok dari Kelompok Tani Cempaka adalah untuk membina 
para petani agar dapat menjadi petani yang cerdas dan pandai memanajemen 
waktu dalam kegiatannya. Dan diharapkan agar petani dapat memaksimalkan 
hasil panennya setelah mendapatkan informasi dan ilmu yang diberikan oleh 




Sejak pendirian Kelompok Tani Cempaka ini, banyak kegiatan 
pertanian khususnya pada tanaman padi. Seperti SL-PTS (Sekolah Lapangan - 
Padi Tanam Sabatang) yang langsung dikoordinir oleh Dinas Pertanian 
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat kepada Kelompok Tani 
Cempaka. Serta Kelompok Tani Cempaka mendapatkan bantuan pupuk 
bersubsidi disetiap bulannya, hal ini tentu memudahkan para anggota 
Kelompok Tani Cempaka tanpa mengalami kesulitan dalam memperoleh 
pupuk untuk wilayah pertaniannya. Sampai akhirnya pada September 2015, 
Kelompok Tani Cempaka mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian 
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yaitu sebagai Desa Mandiri 
Benih. Bantuan tersebut berupa pembangunan gudang dan penyediaan 
peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan usaha bibit padi tersebut. Usaha 
tersebut kian berkembang hingga sekarang dan sudah banyak keuntungan 




B. Visi dan Misi Kelompok Tani Cempaka 
Dalam setiap organisasi tentu memiliki visi dan misi yang hendak 
dicapai. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat melaksanakan 
visi dan misi tersebut dengan baik dan benar. Berikut adalah visi dan misi 
Kelompok Tani Cempaka : 
Visi: 
Menjadi produsen benih terdepan dengan varietas unggul dan bermutu demi 
tercapainya mandiri benih. 
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1. Memproduksi benih unggul dan bermutu dengan memberdayakan petani, 
kelompok tani yang saling menguntungkan. 
2. Memberikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan varietas unggul 
dan bermutu. 
3. Mendukung program pemerintah dalam penyediaan benih unggul dan 
bermutu. 
4. Meningkatkan hasil produksi pertanian. 
5. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan 
produk olahan yaitu benih padi unggul. 
6. Mengembangkan SDM petani dengan ilmu-ilmu dan keterampilan. 
7. Memajukan kerjasama antar petani dan pemerintah dalam mengelola dan 
mengembangkan sumber daya manusia untuk ketahanan pangan dan 
pendapatan secara berkelanjutan. 
8. Menjadikan kelompok tani sebagai sarana tolong menolong yang bersifat 
persaudaraan dan kekeluargaan. 
9. Mendorong setiap anggota untuk menggunakan media teknologi guna 
meningkatkan taraf hidup di lingkungan anggota dan masyarakat luas 
umumnya. 
10. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain, perusahaan swasta, 
BUMN/BUMD dan Pemerintah dalam usaha/permodalan.
21
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C. Struktur Organisasi Kelompok Tani Cempaka 
           
        Gambar II.1 

























































D. Proses Produksi Bibit Padi Kelompok Tani Cempaka 
Proses produksi bibit padi diawali dengan menyemaikan bibit padi 
yang disebut dengan BP (bibit pokok) yang diperoleh dari Dinas Pertanian 
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan dengan 
pengolahan tanah di sawah, yaitu dengan cara membajak sawah dengan mesin 
bajak. Setelah kegiatan itu selesai, dilanjutkan dengan pengaturan jarak tanam 
dengan alat caplak, hal ini digunakan agar tanaman padi tersebut lurus dan 
rapi. Setelah itu dilanjutkan dengan proses penanaman padi. Setelah padi 
tumbuh dari fase vegetatif sampai generative kemudian dilakukan 
pemeriksaan lapangan oleh petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT). Hal ini 
dilakukam agar tidak terjadi pencampuran bibit padi pokok dengan yang 
lainnya.  
Setelah padi memasuki usia panen, areal penangkaran siap dipanen, 
mulai dari proses pemotongan padi, kemudian tahap pembersihan GKP 
(Gabah Kering Panen) menggunakan alat lumbo. Setelah proses pemanenan 
selesai, GKP (Gabah Kering Panen) dibawa ke gudang pengolahan yaitu pada 
Kelompok Tani Cempaka. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah tahap 
penjemuran GKP (Gabah Kering Panen) dilantai jemur, setelah proses 
penjemuran selesai yang ditandai dengan berkurangnya kadar air yang 
terdapat di GKP (Gabah Kering Panen) dengan menggunakan alat ukur, 
kemudian dilanjukan dengan tahap perbersihan GKP (Gabah Kering Panen) 
menggunakan mesin angin. Selanjutnya dilakukan pengujian kualitas bibit di 
laboratorium, jika sudah lulus pengujian labor, maka akan dinyatakan dengan 




Panen). Tahap terakhir adalah pengemasan bibit padi yang dilakukan oleh 
pengurus serta anggota Kelompok Tani Cempaka, dan langsung pemasangan 
label oleh PBT (Pengawas Benih Tanam). Dan bibit padi siap dipasarkan.
22
        
Gambar II.2 
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A. Pengertian Mudharabah 
Secara etimologis, mudharabah berasal dari kata (adharbu fil ardhi), 
yang artinya (assafaru littajaarati) melakukan perjalanan untuk berdagang.
23
 
Mudharabah dalam bahasa Arab juga berasal dari kata (dhaaraba) yang 
sinonimnya  (ittajara), seperti dalam   kalimat (dhaaraba lifulaani fii maalihi) 
yang artinya: (ittajara lahu fiihi) yakni memberikan modal untuk berdagang 
kepada si Fulan. Mudharabah atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah 
atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Dalam Al-Qur‟an kata 
mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-
Qur‟an hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata (dhaaraba) yang 
diulang sebanyak 58 kali.
24
 
Menurut PSAK No.105 mudharabah adalah akad kerjasama antara dua 
pihak dimana pihak pertama (pemilik modal/shahibulmal) menyediakan 
seluruh modal sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola 
(mudharib), keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan 
sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
25
 
Pengertian mudharabah menurut para ulama‟ dikemukakan dalam 
beberapa variasi bahasa. Secara umum, Para Ulama‟ dan praktisi ekonomi 
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Islam kontemporer mengemukakan pengertian mudharabah atau qiradh 
sebagai berikut:  
1. Para Fuqaha mendefinisikan mudharabah sebagai akad yang dilakukan 
antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak 
menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan 
mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti 
setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati. 
26
 
2. Menurut Ulama Hanafiyah, memandang mudharabah sebagai tujuan dari 
pihak yang berakad untuk berserikat dalam keuntungan (laba), karena 
harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola 
harta tersebut.  Artinya: “Mudharabah adalah akad syirkah dalam laba, 
satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”
27
 
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Akad 
perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain 




4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa: “Mudharabah ialah ibarat pemilik 
harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang 
berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”
29
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5. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa, “Mudharabah ialah akad yang 




6. Wahbah Zuhaili, salah satu ulama‟ kontemporer, mengartikan 
mudharabah sebagai akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada 
pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya menjadi milik 
bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.
31
 
7. Syafi‟i Antonio menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama 
usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) 
menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai 
pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila 
mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, 
dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian 
pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian 




8. Umar bin Khatab, bahwa mudharabah adalah persekutuan antara dua 
orang dimana modal investasi dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak 





 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Waadilatuhu, (Jakarta: Gema Insani), 2011, h. 476. 
 
32
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 




lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai 
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak investor.
33
 
9. Menurut Al-Quduri: mendefinisikan mudharabah adalah sebentuk 
perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan modal dari mitra 
pertama dan para pekerja dari mitra lainnya.
34
 
10. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 
tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian mudharabah 
adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk 
kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam Fatwa 
DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan 
mudharabah LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% 
kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) 
bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
35
 
Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua pihak dalam kontrak 
mudharabah, yaitu pihak shahibul maal dan mudharib. Shahibul maal adalah 
orang yang mempunyai kelebihan dana yang menyediakan dana untuk 
melakukan sebuah usaha. Sementara mudharib adalah pengelola usaha yang 
membutuhkan dana dari shahibul maal. Kedua belah pihak harus memahami 
betul tentang akad mudharabah yang dijalankan, sehingga shahibul maal 
mengenali mudharib dan memahami jenis-jenis usaha yang dilakukannya, 
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begitu juga sebaliknya. Keduanya terlibat langsung dalam sebuah kerjasama 
yang saling membutuhkan dan mengusahakan untuk mendapatkan 
keuntungan. 
Dari beberapa pengertian mudharabah di atas, dapat penulis simpulkan 
bahwa mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan 
antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama bertindak sebagai shahibul 
maal, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua 
menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya 
dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di antara keduanya. 
Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik 
modal, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari 
pihak pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk menanggung 
kerugiannya. 
 
B. Landasan Hukum Mudharabah 
Islam memandang mudharabah merupakan akad yang dibolehkan 
berdasarkan Al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟ dan Qiyas.  Secara umum, landasan 
dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan 
usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini: 
1. Al-Qur’an 
Pengertian mudharabah diterangkan dalam beberapa ayat-ayat Al-
Qur‟an, di antaranya: QS. Al Muzammil: 20  
  …                 …. 
Artinya: “…dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia 




Selanjutnya terdapat juga dalam QS. Al-Baqarah:198  
                           
                       
              
Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. 
Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada 
Allah di Masy‟arilharam. dan berzikirlah kepada-Nya 
sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun 
sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” 
(Al Baqarah: 198) 
 
Penjelasan mudharabah lainnya juga terdapat di dalam QS. An 
Nisa: 29 
                       
                …. 
Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka diantara kamu….” (Q.S. An-Nisa: 29). 
 
2. Al-Hadits 
a. Hadits Nabawi riwayat Thabrani 
لِبِ  َعْبدِ  ْبن   اْلَعبَّاس   َكانَ : َقالَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ   َمالا  َدَفعَ  ِاَذا اْلم طَّ
َضاَرَبة   ا، ِبهِ  َيْسل كَ  لَ  اَنْ  َصاِحِبهِ  اْشَتَرَط َعلَی م   َيْنِزلَ  َوَل  َبْخرا
ا، ِبهِ   َفه وَ  َفَعلَ  َفِانْ  َرْطَبة ، َكِبد   َذاتَ   ِبهِ  َيْشَتِرىَ  َوَل  َواِديا
ْولِ  ِالَى َشْرَطه   َفَرَفعَ  َضاِمٌن،  رواه) .َفاََجاَزه  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَِّ  َرس 
 (عباس ابن عن الوسط فی الطبرانی
Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar 




tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu 
dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. 
Ketika persyaratan yang ditetapkan abbas itu didengar 





b. Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib 
: اَْلَبْيع   ملسو هيلع هللا ىلصاَنَّ النَِّبيَّ     ، َقاَل: َثََلٌث ِفْيِهنَّ اْلَبَرَكة  ِالَی اََجل 
ِعْيِر لِْلَبْيِت َل لِْلَبْيِع )رواه ابن   اْلب رِّ بِالشَّ
، َوِاْخلَط  َقاَرَضة  َواْلم 
 ماجه عن صهيب(
Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan 
mencampur gandum dengan jagung untuk keperluan rumah 





c. Ijma‟ dan Qiyas 
Dasar hukum yang menyebutkan mudharabah tersebut adalah 
sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam 
sebuah riwayat sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang/mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada 
seorang pun mengingkari mereka. Hal tersebut dipandang sebagai 




d. Kaidah Fiqh  
َ صا   َ اَنا يَُدلا َدلِيٌل َعلَی اَْلا َتْحِرْيِمَهاُل فِی الاُمَعاَمََلِت ااِْلبَاَحۃُ اِْلا                       
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C. Rukun dan Syarat Mudharabah 
1. Rukun Mudharabah 
Menurut Ulama Syafi‟iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu: 
a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya 
b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari 
pemilik barang 
c.  Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola 
barang. Terkait masalah, penawaran dan penerimaan, akad dituangkan 




d. Maal, yaitu harta atau modal yang harus diketahui dengan jelas agar 
dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan 
keuntungan yang dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
41
 
e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba 
f. Keuntungan, rumusan perhitungan bagi hasil harus dibuat dimuka 
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2. Syarat Mudharabah 
a. Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 
hukum.  
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut:  
1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad).  
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.  
3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.  
c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia 
dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai 
berikut:  
1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.  
2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal   
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada 
waktu akad.  
3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad.  
d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 




1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 
disyaratkan hanya untuk satu pihak.  
2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 
bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.  
3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, 
kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.  
e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) merupakan perimbangan 
dari modal yang disediakan oleh penyedia dana. Berkaitan dengan 
kegiatan usaha, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:  
1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur 
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan.  
2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, 
sehingga pengelola terhalang untuk mencapai tujuan mudharabah, 
yaitu keuntungan.  
3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari‟ah Islam dalam 
tindakan yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus 
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D. Macam-macam Mudharabah 
Secara umum dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan antara 
pemilik modal (shahibul mal) dengan pelaksana (mudharib), mudharabah 
terbagi menjadi tiga jenis: mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah 
dan mudharabah musyarakah. 
1. Mudharabah Muthlaqah  
Mudharabah Muthlaqah yaitu penyerahan modal yang dilakukan 
secara mutlak tanpa ada syarat tertentu. Pekerja bebas mengelola modal 
yang diberikan dengan usaha apa saja yang menurutnya akan 
mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan.
44
  
2. Mudharabah Muqayyadah  
Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah 
mutlaqah. Penyerahan modal dalam mudharabah muqayyadah disertai 
dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang 
ditentukan oleh pemilik modal, seperti harus memperdagangkan barang 




3. Mudharabah Musyarakah 
Mudharabah musyarakah adalah mudharabah dimana pengelola 
dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal 
kerjasama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 
100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan 
                                                             
44







pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola 
dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah 
seperti ini disebut mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara 




E. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah 
Terdapat beberapa ketentuan dalam pembiayaan mudharabah yaitu: 
1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 
kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 
membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha 
bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS 
dengan pengusaha). 
4. Mudharabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta 
dalam manajemen perusahaan ata proyek tetapi mempunyai hak untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan.  
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 
tunai dan bukan piutang.  
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, 
lalai, atau menyalahi perjanjian.  
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7. Pembiayaan mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar 
mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan 
dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 
mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 
disepakati bersama dalam akad.  
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 
keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.  
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.  
10. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan 
pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi 








1.Pelaku dan Modal a. LKS sebagai shahibul maal membiayai 100% 
kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha 
bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha 
(Ps.1:1) 
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang 
dinilai (Ps.2:3b) 
c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus 
dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap 
maupun tidak (Ps.2:3c) 
2.Nisbah Bagian ketentuan proporsional bagi setiap pihak 
harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak 
disepakati dan harus dalam bentuk persentase 
(nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan 
(Ps.2:4b) 
3.Keuntungan Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan 
tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja 
(Ps.2:4a) 
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4.Kerugian Penyedia dana menangung semua kerugian akibat 
dari mudharabah, kecuali diakibatkan kesalahan 
disengaja, kelalaian atau pelanggaran (Ps.2:4c) 
5.Jaminan Pada prinsipnya pada pembiayaan mudharabah tidak 
ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 
penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari 
mudharib atau pihak ke 3. Jaminan hanya dapat 
dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 
bersama (Ps.1:7) 
6.Manajemen …LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan 
atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan (Ps.1:4) 
7.Jangka Waktu Mudharabah boleh dibatasi dalam periode tertentu 
(Ps. 3:1) 
 
F. Pelaksanaan dan Skema Mudharabah 





Skema Akad Mudharabah      
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Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa: 
Langkah 1 :  Ada kontrak antara shahibul maal dan mudharib berupa 
kontrak pelaksanaan proyek. 
Langkah 2 :  Shahibul maal dan mudharib sama-sama mempelajari akad 
mudharabah yang akan dijalankan. Setelah itu diadakan 
negoisasi antara shahibul maal dan mudharib. Ketika ada 
kesepakatan, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya. 
Langkah 3 :  Akad mudharabah. Dalam akad akan dijelaskan hak dan 
kewajiban masing-masing. Setelah akad ditandatangani 
dilanjutkan dengan tindak lanjut akad yakni pencairan dana 
100% kepada mudharib. Dana yang sudah dicairkan langsung 
dikelola oleh mudharib sesuai dengan penggunaan yang sudah 
disepakati. 
Langkah 4 :  Dana yang sudah dikelola oleh mudharib pada periode tertentu 
akan mendatangkan keuntungan. Keuntungan kemudian dibagi 
hasilkan sesuai kesepakatan. Bagi hasil untuk shahibul maal 
dan bagi hasil untuk mudharib sendiri. Dan dilanjutkan 
pengembalian modal pokok kepada shahibul maal. 
 
G. Kedudukan Mudharabah 
Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. 
Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah (qiradh) 
juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal mengelola modal 
tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil 




Ketika harta di tasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada 
dibawah kuasa pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga 
harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu bukan 
karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan 
timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya. 
Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri dari dua pihak. Bila ada 
keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang 
telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharabah 
disebut juga sebagai syirkah. 
Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, 
pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, 
sehingga mudharabah dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-
menyewa. 
Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan 
mudharabah yang telah disepakati kedua belah pihak, maka telah terjadi 
kecacatan dalam mudharabah. Kecacatan yang terjadi menyebabkan 




H. Hikmah Mudharabah 
Islam mensyariatkan akad kerja sesama mudharabah untuk 
memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak 
mampu mengelolanya dan disana ada juga yang tidak memiliki harta namun 
memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka 
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syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil 
manfaat diantara mereka. Shahibul maal (investor) memanfaatkan keahlian 
mudharib (pengelola) dalam memanfaatkan harta dan demikian terujudlah 
kerja sama harta dan amal. Allah ta‟ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali 
untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Islam 
mensyariatkan dan membolehkan mudharabah untuk memudahkan manusia. 
Terkadang ada sebagian yang memilki modal namun tidak memiliki 
kemampuan untuk mengelolanya dan terkadang ada juga sebagian yang tidak 
memiliki modal namun memiliki kemampuan untuk mengelola modal 
tersebut. Dari sini lah islam membolehkan transaksi mudharabah agar kedua 
belah pihak sama-sama mendapat keuntungan dan kemanfaatan.
51
 
Hikmah mudharabah menurut syara‟ Islam adalah untuk 
menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta 
menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada 
seseorang memilki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk 
berdagang, sedangkan untungnya dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan. 
Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal. 
1. Pahala yang besar dari Allah SWT, di mana ia ikut menyebabkan 
hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, 
apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, 
yaitu tukar menukar manfaat diantara keduanya. 
2. Berkembangnya modal awal dan bertambahnya kekayaannya. Kesulitan 
orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan 
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penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat di samping itu 
juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah 
syair dan kejujuran rahasia umum, maka mudharabah akan banyak di 
minati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, 





I. Hal-hal yang Dapat Membatalkan Mudharabah 
Bagi hasil mudharabah dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut: 
1. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia 
Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal jika salah 
seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. 
Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan 
batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan 
tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang 
melakukan akad atau tidak. 
2. Salah Seorang Akid Gila 
Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, 
sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah. 
3. Pemilik Modal Murtad  
Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh 
dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah 
diputuskan oleh hakim, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan 
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mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal 
itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa 
harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya. 
4. Modal Rusak di tangan Pengusaha 
Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. 
Hal ini karena modal harus dipengang oleh pengusaha. Jika modal rusak, 
mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal 
diberkan kepada orang lain atau  dihabiskan sehingga tidak tersisi untuk 
diusahakan.
53
 Mudharabah tidak jadi apabila si pengelola melakukan 
pelanggaran yang disengaja atau tidak  berhati-hati dalam menjaga harta 
atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad dan 




5. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 
modal, atau pengelola modal tersebut membuat sesuatu yang bertentangan 
dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal 
bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena ini merupakan unsur 
kesengajaan dari pengelola modal.
55
 
                                                             
53
 http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/  
 
54
 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 95. 
 
55







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha produsen benih Kelompok Tani 
Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat menggunakan 
sistem profit sharing yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung 
berdasarkan pendapatan yang diperoleh dengan dikurangi beban ataupun 
biaya-biaya usaha. dengan porsi nisbah dibagi 40% untuk pemilik dana 
dan 60% untuk seluruh pengelola. Hal ini merupakan kesepakatan antara 
kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dengan pengelola modal. 
2. Tinjauan ekonomi syariah mengenai sistem bagi hasil pada produsen benih 
Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat 
sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Karena sudah 
menjalankan akad lisan dan tulisan seperti yang dijelaskan pada surah al-




Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan 






dapat dilakukan dan bermanfaat bagi usaha produsen benih Kelompok Tani 
Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yaitu: 
1. Kepada seluruh anggota dan pengurus usaha produsen benih Kelompok 
Tani Cempaka harus terus meningkatkan pengetahuan yang mendalam 
mengenai sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan akad mudharabah 
agar dapat mendukung peningkatan kinerja usaha produsen benih yang 
lebih baik untuk kedepannya. 
2. Untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk meneliti 
penerapan/implementasi bagi hasil pada usaha-usaha lainnya. Hal ini 
dikarenakan, untuk dapat memperluas penelitian dengan menambahkan 
variabel-variabel lain yang mungkin akan menghasilkan penelitian yang 
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Lampiran 1: Kuesioner 
KUESIONER 
Responden yang terhormat, 
Nama saya Sevtria Dahlya, Saya adalah Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sedang melakukan 
penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produsen Benih 
Kelompok Tani Cempaka Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat 
Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Untuk itu, mohon kesediaan 
Bapak/Ibu  untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Tidak ada jawaban 
SALAH dalam pengisian kuesioner ini dan identitas Bapak/Ibu akan kami 
rahasiakan. Atas bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak Terimakasih. 
 
I. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang 
menurut Bapak/Ibu sesuai 
2. Berilah tanda ceklis (✓) ataupun silang (X) pada jawaban yang 
paling sesuai menurut Bapak/Ibu. 
Keterangan Jawaban: 
Keterangan Nilai 
SS (Sangat Setuju) 4 
S (Setuju) 3 
TS (Tidak Setuju) 2 
STS (Sangat Tidak Setuju) 1 
 
II. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama   : .............................. 
2. Jabatan  :…………………... 
3. Pendidikan Terakhir :…………………… 
4. Umur   : ............................... 
5. Jenis Kelamin  : Laki – Laki / Perempuan 










SS S TS STS 
1 Saya mengikuti usaha ini atas kemauan 
sendiri tanpa paksaan siapapun 
 
    
2 Saya pernah dijelaskan tentang sistem 
perhitungan bagi hasil 
 
    
3 Saya mengetahui keuntungan bersih yang 
diperoleh 
 
    
4 Saya mengetahui nisbah bagi hasil yang 
ditetapkan 
 
    
5 Saya mengetahui tentang sistem 
perhitungan bagi hasil 
 
    
6 Saya merasakan ekonomi yang membaik 
setelah adanya usaha ini 
    
7 Saya melakukan perjanjian/akad sebelum 
melakukan usaha 
 
    
8 Saya menyampaikan saran untuk 
perkembangan usaha ini 
    
9 Saya mengetahui keuntungan yang didapat 
berdasarkan lancar/tidaknya usaha yang 
dijalankan 
 
    
10 Saya menghadapi kendala dalam 
menjalankan usaha produsen benih 
Kelompok Tani Cempaka 
 
    
11 Saya dapat menyelesaikan kendala yang 
dihadapi dengan baik 
    
12 Pelaksanaan bagi hasil sudah sesuai     
 
 
dengan syariat Islam 
 
13 Usaha ini dapat membuka lapangan 
pekerjaan 
 
    
14 Usaha tersebut meningkatkan dana bagi 
usaha pertanian Kelompok Tani Cempaka 
 
    
15 Kegiatan usaha ini dapat meningkatkan 
produktivitas anggota 
 





















Lampiran 2:  
Tabulasi Data Tanggapan Tentang Bagi Hasil 
 
Responden  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     ∑ 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 59 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 59 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 59 
5 1 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 36 
6 2 3 2 3 4 4 4 2 3 2 1 4 3 3 3 43 
7 3 2 2 4 2 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 44 
8 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 51 
9 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 49 
10 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 52 
11 3 3 4 4 4 3 4 2 3 1 3 4 3 3 3 47 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 45 
13 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 51 
14 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 4 3 3 2 3 42 
15 3 3 3 4 1 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 45 
16 4 1 2 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 44 
17 3 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 4 1 4 4 37 
18 3 3 3 4 3 3 2 2 1 2 2 4 3 4 3 42 
19 3 1 3 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 4 4 45 
20 4 1 3 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 1 3 42 
 
 
Lampiran 3: Hasil Wawancara  
(28 September dan 1 Oktober 2020) 
1. Apakah dasar pemerintah dalam memberikan bantuan usaha Desa 
Mandiri Benih? “Karena kejujuran, keaktifan dan keseriusan 
anggota kelompok dalam menjalankan setiap kegiatan yang 
diberikan Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota kepada 
Kelompok Tani Cempaka” (Wawancara dengan Ibu Liswahyu, 
28 September 2020) 
2. Apakah Bapak/Ibu setuju atas bantuan pemerintah dalam 
memberikan DMB kepada kelompok tani yang aktif? “Setuju, 
karena kelompok tani yang aktif sudah terbiasa untuk melakukan 
berbagai macam kegiatan tani lainnya yang membuat pemerintah 
yakin dalam memberikan bantuan Desa Mandiri Benih kepadanya.” 
(Wawancara dengan Ibu Eliza, 28 September 2020) 
3. Bagaimana praktik penerapan akad bagi hasil pada usaha produsen 
benih? “Diawali akad dengan pemodal dan menyebutkan nisbah 
bagi hasil, dan keuntungan yang diperoleh akan langsung dibagikan 
setelah semua penjualan selesai.” (Wawancara dengan Bapak 
Syafnil Jamil, 28 September 2020) 
4. Bagaimana prosedur pembiayaan sistem bagi hasil? “Penjualan –
(modal + biaya biaya) = keuntungan. Dan keuntungan tersebut 





40% dan 60%.” (Wawancara dengan Bapak Syafnil Jamil, 28 
September 2020) 
5. Apakah bagi hasil yang dijalankan sudah sesuai dengan syariat 
Islam? “Menurut saya dan kelompok tani ini, sudah sesuai. Karena 
kegiatian ini langsung diawasi oleh pengawas dari Dinas Pertanian 
Kabupaten Lima Puluh Kota, dan saat akad berlangsung, semuanya 
disebutkan termasuk masalah nisbah bagi hasil yang akan diperoleh 
nantinya.” (Wawancara dengan Ibu Lindawati, 1 Oktober 2020) 
6. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha ini? “Jika terjadi 
kerugian maka akan ditanggung oleh kelompok sebagai mudharib 
yang berasal dari DPKK (Dana Penunjang Kegiatan Kerja).” 
(Wawancara dengan Ibu Eliza, 28 September 2020) 
7. Bagaimana proses pencatatan laporan keungan? “Setiap penjualan 
dicatat, begitu juga dengan setiap transaksi. Setiap keuntungan yang 
didapatkan dibukukan kedalam buku bantu, kemudian masuk 
kedalam kas umum (akhir dari laporan keuangan).” (Wawancara 
dengan Bapak Syafnil Jamil, 28 September 2020) 
8. Apakah efektif memicu semangat anggota dalam menjalankan 
usaha produsen benih ini? “Efektif sekali, dibuktikan dengan selalu 
kompaknya anggota contohnya selalu hadir dalam berbagai kegiatan 




9. Apakah pembagian keuntungan yang didapatkan sudah pas dengan 
kerja yang dijalankan? “Sudah, karena pembagian keuntungan yang 
ditetapkan pada saat akad telah disetujui oleh kedua belah pihak 
yaitu mudharib dan shahibul maal.” (Wawancara dengan Ibu 
Liswahyu, 28 September 2020) 
10. Sejauh mana evaluasi tentang perkembangan jalannya usaha 
produsen benih ini? “Cukup baik, terbukti dengan sudah dikenalnya 
hasil produksi bibit padi Kelompok Tani Cempaka, dengan 
pemesanan ulang yang  terus dilakukan oleh konsumen.” 
(Wawancara dengan Ibu Liswahyu, 28 September 2020) 
11. Menurut Ibu apakah besar penghasilan yang didapatkan dari usaha 
produsen benih ini menjadi penentu suksesnya seorang petani? “Iya, 
sebab tidak semua petani yang dapat melakukan usaha ini, tentu 
petani yang sukseslah yang bisa untuk menjalankan dan 
mengendalikan usaha hingga berkembang dan dikenal banyak 
orang.” (Wawancara dengan Ibu Lindawati 1 Oktober 2020) 
12. Apakah harapan untuk kelanjutan Kelompok Tani Cempaka 
khususnya pada usaha produsen benih padi? “Harapan saya semoga 
benih yang kita produksi kian berkembang sehingga menghasilkan 
pundi-pundi yang banyak dan bisa memajukan Kelompok Tani 
Cempaka menjadi lebih baik. Semoga bisa membeli perlengkapan 
yang kurang-kurang dalam kegiatan produksi dan lainnya.” 





Lampiran 4: Dokumentasi 











2. Proses Pengemasan Bibit Benih KT. Cempaka 
a. Memasukkan bibit kedalam kemasan 
 







c. Proses pengeleman atau penyileran 
 





e. Proses penjahitan karung 
 






4. Foto bersama sekretaris I Kelompok Tani Cempaka 
 




6. Foto bersama bendahara Kelompok Tani Cempaka 
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